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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEDOMAN WAWANCARA 
 

 
JUDUL DISERTASI :  
 
 Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone”. 

A. Pertanyaan untuk DPRD Kabupaten Bone : 
 
1) Bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan oleh DPRD Kabupaten Bone ? 

2)  Bagaimana proses terbentuknya legislasi (perda)  

3) Bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Bone dalam melakukan fungsi pengawasan 

terhadap Eksekutif ? 

4)   Bagaimana Kinerja DPRD Kabupaten Bone dalam merumuskan anggaran ?  

5)   Bagaimana DPRD Kabupaten Bone dalam melakukan pengambilan keputusan dan 

kebijakan, untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik sekaligus untuk 

mensejahterakan rakyat ? 

 6) Sejauh ini apakah ada faktor penghambat dalam kinerja DPRD Kabupaten Bone? 

jika ada tolong jelaskan apa saja faktor tersebut?  

7) Sejauh ini dalam kinerja DPRD apakah pernah ada tuntutan masyarakat ? Jika ada 

apa permasalahannya? Dan bagaimana DPRD meresponnya ? 

B. Pertanyaan untuk Lembaga yang terkait, Eksekutif, LSM dan      Tokoh 

Masyarakat :  

1). Bagaimana pendapat Bapak/Ibu melihat kinerja DPRD Kabupaten  Bone dalam 

menjalangkan fungsinya sebagai legislasi, anggaran, dan  pengawasan ? 

2) Menurut Bapak/Ibu DPRD dalam kinerjanya apakah sudah sesuai dengan aturan dan 

tata tertib DPRD untuk memenuhi kepentingan masyarakat ? 

3)  Bagaimana Bapak/Ibu menilai kualitas DPRD Kabupaten Bone sekarang ?  



4) Apakah Bapak/Ibu pernah terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan 

bersama DPRD Kabupaten Bone ?  

5) Apakah Bapak/Ibu puas dengan kinerja DPRD Kabupaten Bone sekarang ?  

6) Apa rekomendasi Bapak/Ibu kepada DPRD Kabupaten Bone agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BONE 

A. Identitas Responden 

1. No Responden  : 

2. Nama   : 

3. Umur   : 

4. Alamat   : 

5. Pekerjaan  : 

6. Jenis Kelamin  : a). Laki-laki  b). Perempuan 

7. Pendidikan Terakhir : 

B.   Instrumen untuk mengungkap hasil Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Bone dalam fungsi Legislasi. Sumber datanya adalah 

Anggota DPRD dan SKPD yang terkait.  

Arti Angka :  

A). 1. Kurang Memadai, 2. Cukup Memadai, 3. Memadai, 4. Sangat Memadai 

b). 1. Kurang Mempertimbangkan, 2. Cukup Mempertimbangkan  

      3. Mempertimbangkan, 4. Sangat Mempertimbangkan 

c). 1. Kurang Memperhatikan, 2. Cukup Memperhatikan, 3. Memperhatikan 

     4. Sangat Memperhatikan 



Mohon dijawab item- item instrumen hasil Kinerja DPRD Kabupten Bone dalam 

fungsi Legislasi. Jawaban yang diberikan dengan memberikan tanda lingkaran pada 

huruf yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/ Sdr. 

1. Apakah Anggota DPRD Kabupaten Bone menjalangkan fungsi Legislasi dalam 

     pembuatan Ranperda ? 

a. Kurang Memadai             b. Cukup Memadai 

c. Memadai       d. Sangat Memadai 

2. Apakah Anggota DPRD Kabupaten Bone menjalangkan fungsi Legislasi dalam 

     mempertimbangkan unsur keadilan bagi masyarakat pada pembuatan Perda  ? 

a. Kurang Mempertimbangkan        b. Cukup Mempertimbangkan 

c. Mempertimbangkan     d. Sangat Mempertimbangkan 

3. Apakah Anggota DPRD Kabupaten Bone menjalangkan fungsi Legislasi dalam 

     memperhatikan rakyat yang diwakilinya pada pembuatan perda ? 

a. Kurang memperhatikan             b. Cukup memperhatikan 

c. Memperhatikan      d. Sangat Memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BONE 

A. Identitas Responden 

1. No Responden  : 

2. Nama   : 

3. Umur   : 

4. Alamat   : 

5. Pekerjaan  : 

6. Jenis Kelamin  : a). Laki-laki  b). Perempuan 

7. Pendidikan Terakhir : 

B.   Instrumen untuk mengungkap hasil Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Bone dalam fungsi Penganggaran. Sumber datanya adalah 

Anggota DPRD dan SKPD yang terkait.  

Arti Angka :  

A). 1. Kurang Berperan, 2. Cukup Berperan, 3. Berperan, 4. Sangat Berperan 

b). 1. Kurang Berperan, 2. Cukup Berperan, 3. Berperan, 4. Sangat Berperan  

c). 1. Kurang Berperan, 2. Cukup Berperan, 3. Berperan, 4. Sangat Berperan  

Mohon dijawab item- item instrumen hasil Kinerja DPRD Kabupten Bone dalam 

fungsi anggaran. Jawaban yang diberikan dengan memberikan tanda lingkaran pada 

huruf yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/ Sdr. 



1. Apakah Anggota DPRD Kabupaten Bone menjalangkan fungsi anggaran dalam    

     menyusun APBD ? 

a. Kurang Berperan             b. Cukup Berperan 

c. Berperan      d. Sangat Berperan 

2. Apakah Anggota DPRD Kabupaten Bone menjalangkan fungsi anggaran dalam 

      menetapkan usaha-usaha yang diadakan sebagai sumber pendapatan daerah 

      melalui Perda      ? 

a. Kurang Berperan             b. Cukup Berperan 

c. Berperan      d. Sangat Berperan 

3. Apakah Anggota DPRD Kabupaten Bone berperan menjalangkan fungsi anggaran 

     dalam pengelolaan Keuangan daerah oleh Bupati  ? 

a. Kurang Berperan             b. Cukup Berperan 

c. Berperan      d. Sangat Berperan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BONE 

A. Identitas Responden 

1. No Responden  : 

2. Nama   : 

3. Umur   : 

4. Alamat   : 

5. Pekerjaan  : 

6. Jenis Kelamin  : a). Laki-laki  b). Perempuan 

7. Pendidikan Terakhir : 

B.   Instrumen untuk mengungkap hasil Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Bone dalam fungsi pengawasan. Sumber datanya adalah 

Anggota DPRD dan SKPD yang terkait.  

Arti Angka :  

A). 1. Kurang Responsif, 2. Cukup Responsif, 3. Responsif, 4. Sangat Responsif 

b). 1. Kurang Inisiatif, 2. Cukup Inisiatif, 3. Inisiatif, 4. Sangat Inisiatif 

c). 1. Kurang Objektif, 2. Cukup Objektif, 3. Objektif, 4. Sangat Objektif 

Mohon dijawab item- item instrumen hasil Kinerja DPRD Kabupten Bone dalam 

fungsi pengawasan. Jawaban yang diberikan dengan memberikan tanda lingkaran pada 

huruf yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/ Sdr. 



1. Apakah Anggota DPRD Kabupaten Bone menjalangkan fungsi pengawasan dalam    

     memberikan tanggapan atas kebijakan pemerintah daerah ? 

a. Kurang Responsif            b. Cukup Responsif 

c. Responsif      d. Sangat Responsif 

2. Apakah Anggota DPRD Kabupaten Bone menjalangkan fungsi pengawasan dalam 

     berinisiatif memberikan tanggapan atas masalah yang ada atau muncul 

     diwilayahnya ? 

a. Kurang Inisiatif             b. Cukup Inisiatif 

c. Inisiatif      d. Sangat Inisiatif 

3. Apakah Anggota DPRD Kabupaten Bone menjalangkan fungsi pengawasan dalam 

     penilaian pertanggujawaban Bupati kepada DPRD ? 

a. Kurang objektif             b. Cukup Objektif 

c. Objektif      d. Sangat Objektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


